Polisi, di antara Hukum dan Moral

Oleh Drs. M. Arief Pranoto™)

Secara taktis bahwa antara hukum dan
moral seperti sisi-sisi pada sekeping mata
uang ---- bertolak belakang tetapi
berkaitan ---- artinya eleman ataufnsur-
unsur hukum dalam operasionalnya
sering mengabaikan moralipada konteks
persoalan yang muncul’ di masyarakat,
sehingga usaha atau ipaya menyatukan
keduanya sering pula menemui jalan
buntu. Namun sebénarnya antara hukum
dan moral terdapat korelasi (hubungan
timbal balik) kendatipun tidak secara for-
mal di mana hasil interaksinya bisa
diterima oleh berbagai pihak bahkan
dianggap sebagai suatu kewajaran.

Hukum bekerja pada ruang yang
penuh rumusan dalil, unsur, syarat atau
batasan-batasan yang baku lagi kaku,
sedangkan moral bekerja pada ruang
yang longgar dalam nuansa sosiologis
jauh dari keharusan-keharusan. Premis
dasar hukum adalah azas-azas (pedoman)
yang menimbulkan disiplin pada praktek
operasionalnya, sedangkan moral meru-
pakan seperangkat sikap, dan perilaku
dalam berhubungan dengan/antar sesama
warga masyarakat yang operasional nilai-
nilainya lebih menekankan padashati
nurani.

Interaksi hukum dan moral pada
praktek tugas Polri tidak boleh diletakkan
dalam porsi gebyah uyah (generalisasi
atau penyamarataan) tetapi hanya
kasuistis saja, artinya bahwa penyamara-

*) Penulis adalah Komisaris Polisi, Waka Polres
Padang, Polda Sumbar.

taan operasional keduanya justru dapat
menyimpang dari substansi tujuan hukum
itu sendiri yaitu keadilan, kemanfaatan
dan kepastian hukum. Dengan demikian
kerja sama antara hukum dan moral
dalam kasus-kasus tertentu harus tetap
warga masyarakat pencari keadilan.

Sebagai contoh adalah praktek
pengemisan di jalan-jalan raya dengan
berbagai modusnya, merebaknya ojek
atau angkutan-apgkutan ilegal lainnya.
Bila Polri hanya berpedoman pada pasal
serta dalil hukum saja, sudah barang tentu
praktek tersebut hukumnya wajib
ditertibkan karena jelas melanggar aturan.

Akan tetapi sisi moral pada sekeping

‘mata uang tadi menghendaki tata-cara
penanganan yang mesti harus berbeda

dengan cara yang dilakukan oleh hukum
beserta perangkatnya karena pertim-
bangan sosiologis. Dengan perkataan
lain, bila memaksakan penegakan hukum
pada praktek-praktek ilegal di atas justru
bisa menimbulkan masalah sosial yang
lebih besar lagi.

Kecenderungan yang muneul ialah
pemberian toleransi oleh petugas. Akan
tetapi bila ditanyakan seberapa lama rurup
mata ity diberikan jawabannya pun tidak
pasti, karena.di,sisi_lain-toleransi yang
diberikan Polri kadang-kadang menjadi
bumerang ketika ia digugat oleh
kelompok yang ‘merasa’ dirugikan dan
terganggu dengan adanya aktivitas ilegal
tadi, atau kelompok yang mengatas-
namakan supremasi hukum harus
ditegakkan. Tuntutan sebagian masya-
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rakat soal supremasi hukum sekarang ini
memang sangat deras lagi keras, namun
hendaknya hal itu tidak boleh diletakkan
secara hitam putih dalam tugas Polri oleh
karena berbagai aspek lain harus
diperhatikan; mana yang lebih be
kepentingan serta manfaatnya
rakyat; mana yang har
dengan segera, dan
ditunda terlebih d
ialah, apakah aj
menegakkan huk
Polri ‘periuk

umum) kendati bila kes 3
dilanggar oleh salah satu
narnya bukan merupakan pelang
hukum, tetapi petugas mempunyai tats
cara tersendiri (diskresi) untuk menye-
lesaikan masalahnya serta bisa diterima
oleh masing-masing pihak.

Contoh lainnya dalam kasus
kecelakaan lalu-lintas. Seorang penyidik
(baca: Polri) akan menempatkan pelaku
yang terlibat dalam kecelakaan lalu-lintas

sebagai tersangka --- apapun kondisinya
--- manakala unsur lalai atau alpanya
lebih besar daripada pelaku-pelaku
lainnya di tempat kejadlan perkara (TKP).

: t plhak penyidik

gka biasanya nga O
a Polri

petugas di lapangan supaya penangganan
suatu masalah tidak menimbulkan
persoalan lain yang lebih besar, dan
terutama hal-hal yang berkaitan dengan
terabaikannya rasa keadilan warga
masyarakat. Seperti motto Kantor Pega-
daian yakni menyelesaikan masalah-
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| tanpa masalah.

Dalam rangka pembenahan kinerja
Polri guna merebut simpati dan
kepercayaan rakyatnya, maka sudah
sepantasnya aspek moral tetap diletakkan

4 pada porsi yang layak dalam kiprahs

pegabdian Polri di tengah mas
oleh sebab operasional hukum

pada praktek tugas Polri hanya bisa
dibedakan saja tetapi tidak bisa
dipisahkan oleh karena keduanya sering
kali bersama-sama dalam rangka
mewujudkansrasackeadilan warga
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